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ABSTRAK

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sangatlah penting sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan disiplin,
kinerja dan kesejahteraan pegawai. Namun, dalam implementasinya masih
menghadapi kendala, yaitu terdapat beberapa pegawai yang belum disiplin,
ditunjukkan dengan keterlambatan masuk kerja dan beberapa pegawai yang
meninggalkan tempat kerja selama jam operasional tanpa alasan yang jelas, karena
kurangnya pengawasan akan hal ini. Penelitian ini dilakukan pada Bagian
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori
efektivitas menurut Sedarmayanti (2012:261-262), yang mencakup enam indikator:
kualitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, kemampuan beradaptasi, dan
perkembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian TPP menunjukkan
efektif, kecuali pada indikator kedisiplinan pegawai. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian TPP bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Palembang secara keseluruhan telah efektif namun belum bisa disebut maksimal,
karena pada salah satu indikator kedisiplinan pegawai belum menunjukkan pengaruh
yang signifikan. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat pengawasan dengan
sistem absensi elektronik yang terintegrasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP), Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Sekretariat Daerah.



ABSTRACT

The provision of Additional Employee Income (TPP) for Civil Servants (PNS)
is very important as a form of motivation to improve employee discipline,
performance and welfare. However, in its implementation it still faces obstacles,
namely there are some employees who are not disciplined, indicated by lateness to
work and some employees who leave the workplace during operational hours without
clear reasons, due to lack of supervision of this. This research was conducted in the
Planning and Finance Section of the Palembang City Regional Secretariat. The
research method used is a descriptive qualitative method, with data collection
techniques through interviews, observations, and documentation. The theory used is
the theory of effectiveness according to Sedarmayanti (2012: 261-262), which
includes six indicators: quality, productivity, efficiency, satisfaction, adaptability, and
development. The results of the study showed that the provision of TPP was effective,
except for the employee discipline indicator. Based on the results of the research that
has been conducted, it can be concluded that the provision of TPP for Civil Servants
(PNS) in the Planning and Finance Section of the Palembang City Regional
Secretariat as a whole has been effective but cannot be called optimal, because one
of the employee discipline indicators has not shown a significant effect. Therefore, it
is recommended to strengthen supervision with an integrated electronic attendance
system.

Keywords: Effectiveness, Additional Employee Income, Civil Servants (PNS),
Regional Secretariat.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan salah satu unsur Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pemerintah Kota Palembang. Lembaga ini
dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang bertanggung jawab langsung kepada
Wali Kota Palembang. Pembentukan sekretariat daerah didasarkan pada Peraturan
Daerah Kota Palembang, Peraturan tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), serta staf ahli wali kota. Selain itu, peraturan yang mengatur
kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga ini tertuang dalam Peraturan
Wali Kota Palembang Nomor 45 Tahun 2016. Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Palembang terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah Bagian Perencanaan
dan Keuangan, tempat penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini, terdapat 19 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi
perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan individu yang telah lolos seleksi
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan serta digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan
penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan serta memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu
terus ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan

kompleks. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai



pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Kinerja
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sistem birokrasi merupakan dua elemen yang saling
terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Birokrasi yang efektif harus didukung oleh
kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang optimal. Dalam konteks kepegawaian,
salah satu faktor yang dapat memotivasi peningkatan kinerja adalah pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan adanya insentif ini, diharapkan
semangat kerja pegawai dapat meningkat, sehingga berdampak positif pada kinerja
mereka.

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai bagian dari
inovasi untuk mendukung kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kota Palembang
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP ini merupakan insentif
tambahan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan
pencapaian kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan
kemampuan anggaran daerah. Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja
pegawai dan memiliki hubungan yang signifikan dengan upaya pelaksanaan
reformasi birokrasi. TPP dapat diartikan sebagai tunjangan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam
menjalankan reformasi birokrasi, dengan penilaian berdasarkan capaian kinerja
organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut bekerja. Sebagaimana
kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan

tanggung jawab.



Besaran TPP bagi pegawai tidak harus selalu sama karena dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, seperti jumlah kehadiran dan Sistem Kerja Pegawai (SKP).
Prinsip-prinsip dalam pemberian TPP bagi para PNS sebagai pegawai pada instansi
adalah dalam hal efisiensi atau optimalisasi anggaran belanja lembaga dan
pemerintah daerah dan adanya prinsip equal pay for equal work, yang artinya
adalah besaran TPP diberikan sesuai dengan harga jabatan dan kinerja yang dicapai
(Susanto, 2020). Kesejahteraan pegawai juga dapat dicapai melalui penghargaan ini
sehingga mengurangi nepotisme dan korupsi pegawai. Pemberian TPP dilakukan
berdasarkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas pemerintah. Kinerja PNS
merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan dan keberhasilan
jalannya suatu pemerintahan. Seorang pegawai telah memberikan dedikasi berupa
kinerja yang baik maka, sudah sepatutnya para pegawai mengharapkan imbalan
baik dalam bentuk uang maupun penghargaan lainnya (Sumariati, 2022).

Pemberian TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia telah diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang—Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah mengenai pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai yang terdapat pada pasal 21. Di dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 21 ayat
(5) menyatakan bahwa ASN juga berhak memperoleh tunjangan serta fasilitas,
termasuk tunjangan dan fasilitas jabatan dan fasilitas individu yang dibayarkan
berdasarkan pencapaian kinerja.

Untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kuat, kompak dan
bersatu padu, memiliki kepekaan dan tanggap, serta sadar akan tanggung jawabnya

sebagai unsur mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari



reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan citra kerja maupun kinerja instansi
pemerintahan menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya
pemerintahan yang baik. Pendisiplinan sangat perlu untuk meningkatkan citra kerja
maupun kinerja pegawai. Kedisiplinan merupakan fungsi yang penting dalam
bidang manajemen sumber daya manusia karena kedisiplinan yang tinggi akan
menghasilkan karakter pegawai yang tegas dan tepat waktu serta semakin
meningkatkan prestasi yang dihasilkan oleh pegawai. Untuk mengetahui disiplin
pegawai dapat dilihat dari presentasi kehadiran dikantor, maka dari itu
diperlukannya sistem absensi agar mampu mencatat dan mengumpulkan seluruh
kehadiran.

Sistem absensi sendiri merupakan salah satu metode untuk menjawab
kedisplinan yang telah diterapkan oleh instansi. Sistem absensi yang dimiliki oleh
organisasi instansi bervariasi, seperti menerapkan dengan sistem manual tetapi
penerapan absensi manual memiliki kelemahan yang menyebabkan terjadinya
manipulasi atau sistem titip absensi sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap
sistem kerja pegawai sehingga menyulitkan atasan untuk memberikan sanksi yang
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Hal ini yang menjadikan pemerintah mewujudkannya dengan
menciptakan sistem absensi online yang dapat digunakan untuk meminimalisir
kecurangan dalam presentasi kehadiran pegawai, karena masalah seperti inilah yang
perlu diselesaikan dalam merealisasikan disiplin dalam lingkaran instansi
pemerintah. Sistem pemerintah Indonesia mengalami perubahan pesat setelah

beralih dari era orde baru menuju era reformasi.



Perkembangan tersebut mengikuti perkembangan globalisasi dunia, salah
satu instrumen dalam perkembangan globalisasi adalah teknologi. Dengan
perkembangnya mampu meningkatkan kinerja pemerintah ke arah yang lebih baik.
Pemerintah memanfaatkan hal tersebut untuk mengkolaborasi dengan kebijakan
publik yang saat ini dinamakan sebagai e—government. E—government merupakan
pemanfaatan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan
teknologi internet untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan perkembangan
teknologi saat ini yang telah memberikan kontribusi yang positif bagi instansi agar
dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran dan disiplin
pegawai.

Pada penelitian ini penulis membatasi pengukuran TPP yang diteliti yaitu
pada pengukuran ini penulis mengukur efektif atau tidaknya pemberian TPP
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Palembang melalui absensi yang terdapat pada pasal 20 Perwali No 5
tahun 2022, selain diukur melalui absensi, pemberian TPP juga diberikan
berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP merupakan singkatan dari Sasaran
Kerja Pegawai yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Berdasarkan pada PP No. 46/2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS dan
Perka BKN No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/200 tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menyusun
SKP atau Sasaran Kerja Pegawai sebagai dasar melakukan penilaian prestasi kerja.
Tujuan SKP adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang

dilaksanakan berdasarkan pada sistem prestasi kerja. Sementara itu, SKP



merupakan rencana serta target kinerja yang harus bisa dicapai oleh para pegawai
dalam jangka waktu penilaian bersifat nyata, sesuai dengan standar yang sudah
disepakati oleh kedua belah pihak pegawai dan atasannya.

Melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada para
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Palembang, diharapkan dapat meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi
dan kesejahteraan pegawai. Namun, kenyataan yang penulis temukan berdasarkan
hasil observasi lapangan yang telah dilaksanakan, yaitu masih ditemukannya
beberapa pegawai yang belum disiplin, yang ditunjukkan dengan masih seringnya
terlambat masuk bekerja dan masih ditemukannya juga beberapa pegawai yang
belum disiplin dalam memanajemen waktu seperti meninggalkan tempat kerja
selama jam operasional tanpa alasan yang jelas, hal ini seringkali terjadi karena

banyak anggapan bahwa pengawasan aktivitas pegawai tidak terlalu ketat.



Tabel 1. Rekapitulasi Presensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagian Perencanaan
dan Keuangan Periode Januari-Desember 2024

No Bulan Terlambat Sakit Izin Cuti DL
1. Januari 5 Orang 3 Orang | 15 Orang - 1 Orang
2. Februari 3 Orang 20rang | 8Orang | 1Orang | 17 Orang
3. Maret 2 Orang 1 Orang | 14 Orang | 2 Orang | 6 Orang
4. April 3 Orang 4 Orang | 9 Orang - 3 Orang
5. Mei 5 Orang 3Orang | 9 Orang - 13 Orang
6. Juni 2 Orang 20Orang | 14Orang | 1Orang | 9 Orang
7. Juli 4 Orang 4 Orang | 150rang | 1Orang | 16 Orang
8. Agustus 5 Orang 2 Orang | 15 Orang - 17 Orang
0. September 2 Orang 3 Orang | 14 Orang - 12 Orang
10. Oktober 3 Orang 4 Orang | 11 Orang - 15 Orang
11. November 2 Orang 1 Orang | 8 Orang - 16 Orang
12. Desember 4 Orang 3 Orang | 10 Orang - 16 Orang

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kota Palembang.

Dilihat dari data tabel 1, bahwa masih ditemukannya beberapa pegawai yang
terlambat masuk bekerja. Beberapa pegawai tersebut belum menunjukkan sikap yang
disiplin sebagaimana yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, yaitu
pada Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(PNS).



Tabel 2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Lingkungan Kota Palembang

No Kelas Jabatan Uraian Besaran TPP (Rp)
L. 12 Kepala Bagian 11.734.560
2. 11 Fungsional (Ahli Muda) 9.072.281
3. 10 Fungsional (Ahli Madya) 7.891.491
4. 9 Kepala Sub Bagian 6.864.717
5. 8 Fungsional (Ahli Pertama) 5.517.443
6. 7 Pelaksana 4.864.708
7. 6 Pelaksana 4.227.375
8. 5 Pelaksana 3.525.501
0. 4 Pelaksana 2.089.435

10. 5 Pelaksana 3.525.501

11. 4 Pelaksana 2.089.435

12. 3 Pelaksana 1.726.447

13. 2 Pelaksana 1.427.949

14. 1 Pelaksana 1.129.451

Sumber: Perwali Nomor 102 KTPS BPKAD 2023 Kota Palembang.

Pada tabel 2 diatas, merupakan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkungan Kota Palembang. Besaran TPP
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Beban kerja

Beban kerja merupakan sejumlah tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

b. Kondisi kerja

Kondisi kerja merupakan lingkungan kerja fisik dan psikologis yang mempengaruhi

kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).



c. Prestasi kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Presentase Pemotongan TPP Bagi Pegawai yang Terlambat Masuk

Bekerja
Tmlg/[liturf(e(l;;:gbat Waktu Terlambat Presentase Pemotongan
T™ 1 < 30 menit 0,5 %
™ 2 > 31 s.d < 60 menit 1%
> 61 menit dan tidak
™ 3 mengisi daftar hadir 1,5%
masuk bekerja

Sumber: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 tahun 2017.

Dilihat pada tabel 1, bahwa masih ditemukannya beberapa pegawai yang
terlambat masuk bekerja, yang artinya pegawai tersebut tidak mendapatkan TPP
secara penuh, karena syarat pemberian TPP ialah jumlah kehadiran. Pegawai yang
terlambat masuk bekerja tersebut sudah melanggar Peraturan Daerah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari pelanggaran tersebut
membuat TPP menjadi terpotong sesuai dengan berapa lama waktu pegawai
melakukan pelanggaran. Jumlah presentase pemotongan dapat dilihat pada tabel 2
diatas. Selain dilihat dari absensi kehadiran, pemberian TPP juga di berikan

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Tabel 4. Sampel Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Salah Satu Pegawai PNS Bagian
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang Periode
Januari-Desember Tahun 2023

No | Rencana Hasil Kerja | Rencana Hasil Aspek [ Indikator | Target
Pimpinan yang Kerja Kinerja
Diintervensi Individu

1 | Menyiapkan laporan | Terlaksananya Kuantitas | Dokumen 12

evaluasi dan realisasi
kerja bagian
perencanaan dan

sarana kegiatan
akuntansi  dan
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No | Rencana Hasil Kerja | Rencana Hasil Aspek | Indikator | Target
Pimpinan yang Kerja Kinerja
Diintervensi Individu

keuangan pelaporan

2 | Menyiapkan laporan | Terlaksananya Kuantitas | Dokumen 12
evaluasi dan realisasi | koordinasi pada
kerja bagian | kegiatan
perencanaan dan | akuntansi  dan
keuangan pelaporan

3 | Menyiapkan laporan | Tersedianya Kuantitas | Dokumen 12
evaluasi dan realisasi | laporan kegiatan
kerja bagian | akuntansi  dan
perencanaan dan | pelaporan
keuangan

4 | Menyiapkan laporan | Terlaksananya Kuantitas | Dokumen 12
evaluasi dan realisasi | kegiatan laporan
kerja bagian | akuntansi ~ dan
perencanaan dan | pelaporan
keuangan

Predikat Kinerja Pegawai Baik

Sumber: Skp salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dilihat dari tabel 3, bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada periode Januari-
Desember 2023 sudah menunjukan hasil yang baik, yang dimana pegawai sudah
menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu pada PP No.
46/2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN No. 1/2013 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/200 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka
Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menyusun SKP atau Sasaran Kerja Pegawai
sebagai dasar melakukan penilaian prestasi kerja.

Penelitian mengenai efektivitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu,
penelitian Heyjude Dewi Puspita Sari (2021) “Implementasi kebijakan pemberian

tambahan penghasilan terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil daerah di
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lingkungan pemerintah kabupaten tuban”, dengan menggunakan metode kualitatif
dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C Edward
III. Penelitian Agustina (2016) “Efektivitas Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur”, dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan
teori efektivitas menurut Gibson, ivanovich dan donnely (2006:50). Penelitian
Novining et al., (2024) “Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam
Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah”, dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori
efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers.

Penelitian Erwin Musdah dan Muhammad Ikhsan Rahman (2021)“Efektivitas
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di BKPSDM Kota Makasar”,
dengan menggunakan metode campuran dan menggunakan teori efektivitas menurut
Dunn (2003). Penelitian Ahmad Hosnan dan Sapto Pramono (2023) “Evaluasi
Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Situbondo”, dengan menggunakan metode kualitatif dan
menggunakan teori menurut Hasibuan dalam Mangkunegara (2015: 17). Penelitian
Yolla Aliffia dan Nora Eka Putri. (2019) “Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja
dalam Pelaksanaan Tugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Kepolisian Sektor Padang
Utara”, dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori menurut
Campbell dalam (Nora Eka Putri, 2014).

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berbeda, dimana konteks
penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori efektivitas yang

dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012:261-262) yang terdiri dari Kualitas,
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Produktivitas, Efesiensi, Kepuasan, Kemampuan Beradaptasi dan Perkembangan.
Dan lokus yang berbeda yaitu pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Palembang.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini
adalah bagaimana efektivitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Palembang?.
1.3 Tujuan

Didasari oleh rumusan masalah yang dituliskan diatas, tujuan dari diadakannya
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis kepada berbagai pihak:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Sekretariat

Daerah Kota Palembang, khususnya pada Bagian Perencanaan dan Keuangan

dalam mengelola pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian in1 dapat memperkaya literatur pada mahasiswa administrasi

publik, khususnya dalam aspek manajemen sumber daya manusia di sektor
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pemerintahan. Dan juga dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai
transparansi, akuntabilitas dan efektivitas kebijakan remunerasi dalam
administrasi publik. Dengan demikian, studi ini dapat menjadi referensi bagi

akademisi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan.
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